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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Islam di Indonsia ditandai dengan perkembangan 

Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan di Indonesia sekarang 

ini tidak hanya lembaga keuangan perbankan, namun juga dijalankan oleh lembaga 

non perbankan. Lembaga keuangan perbankan dibina dan diawasi oleh Bank 

Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan non 

perbankan biasanya memiliki ciri tersendiri dan dibina oleh Dewan Syariah 

Nasional (DSN). (Suwiknyo, 2010) 

Pertumbuhan lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah akhir-akhir 

ini memang semakin pesat. Munculnya Lembaga keuangan syariah merupakan 

perwujudan ekonomi Islam yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan berarti 

terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan 

keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan 

tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma. (Nuansa, 2014) 

Sistem keuangan Islam yang bebas bunga menjadi alternatif terbaik untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam berbagai 

jenis investasi memiliki dampak makro yang cukup signifikan. Investasi dilihat dari 

sumber dana ada dua jenis yaitu investasi langsung dan investasi secara tidak 

langsung, perbedaan investasi ini menjadi perbedaan yang cukup signifikan, 

dimana investasi langsung sering kali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal 
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secara langsung dalam kegiataan pengelolaan modal, sedangkan investasi tidak 

langsung pada umumnya merupakan investasi jangka pendek yang mencakup 

kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. (Johanes, 2010) 

Dalam realitanya, lembaga keuangan formal seperti Bank Syariah tidak 

sanggup menjangkau permodalan dan pembiayaan terhadap usaha mikro karena 

terkendala dengan tingginya resiko. Motif komersial yang selalu dijadikan tujuan 

utama pada lembaga keuangan formal tidak mampu mengatasi masalah-masalah 

sosial masyarakat pedesaan yang relatif lebih membutuhkan akses pembiayaan 

yang mudah, adil dan menyejahterakan untuk masyarakat atas maupun menengah. 

(Nugraha, 2012) 

Langkah untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersentuh 

oleh jasa perbankan Islam maka dibentuklah institusi keuangan non bank dalam 

lingkup mikro dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariah Islam, diantaranya 

adalah Baitul Maal Wattamwil atau BMT. BMT pada dasarnya dalam melakukan 

operasional usahanya hampir setara dengan perbankan yaitu dengan penghimpunan 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-

jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Sudarsono, 2003) 

BMT merupakan lembaga keuangan Islam yang hadir ditengah-tengah 

masyarakat, dengan menawarkan sistem dan produk yang bebas dari riba. Secara 

garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh 

hubungan akad yang terdiri dari 5 konsep dasar akad. Bersumber dari kelima akad 

inilah dapat ditemukan produk-produk Bank Syariah. Kelima konsep tersebut yaitu 
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sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan fee (jasa). Pada prinsip 

operasi BMT didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (murabahah), sewa 

(ijarah) dan titipan (wadiah). Dalam menjalankan kegiatannya BMT mengeluarkan 

produk pembiayaan diantaranya adalah Al-musyarakah dan Al-mudharabah yang 

merupakan produk pembiayaan yang berprinsip bagi hasil. (Suwiknyo, 2010) 

Secara nasional dari total pembiayaan sebesar Rp. 5,47 triliun, porsi 

pembiayaan murabahah (jual beli) mencapai 71.2 % sementara pembiayaan Al-

musyarakah dan Al- mudharabah hanya sekitar 20,3%. Hal demikian menunjukkan 

bahwa pembiayaan murabahah jauh lebih sering digunakan. Alasan mendasar lebih 

banyaknya prinsip murabahah digunakan dalam hal ini adalah karena pembiayaan 

tersebut mengandung resiko yang lebih kecil dan secara teoritis akan memberikan 

tingkat pendapatan yang tetap bagi pihak lembaga keuangan yang memberikan 

pembiayaan dibanding Al-musyarakah dan Al-mudharabah. (Sudarsono, 2003) 

Penggunaan prinsip murabahah (jual beli) dalam ekonomi syariah tentu 

tidaklah salah, hanya saja bentuk pembiayaan yang paling tepat adalah pembiayaan 

bagi hasil lebih menyentuh sisi kesyariatan dari pada model pembiayaan lain. Oleh 

sebab itu, pelaksanaan prinsip bagi hasil seperti Al-musyarakah dan Al-

mudharabah dalam kegiatan ekonomi syariah seharusnya diutamakan sehingga 

dapat tercapai kegiatan ekonomi yang lebih adil. 

Meskipun Al-musyarakah dan Al-mudharabah sama-sama menggunakan 

prinsip bagi hasil tetapi memiliki perbedaan mendasar antara keduanya. Al-

musyarakah pada dasarnya merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan 
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bahwa keuntungan berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi 

kontribusi dana.  Sedangkan Al-mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua 

pihak dimana pihak pertama menyediakan modal dan pihak kedua mengelola dan 

keuntungan dibagi di antara mereka sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik 

modal sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola. (Siti 

Nurhayati et.al, 2013) 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa Al-musyarakah 

lebih menuntut keaktifan kedua belah pihak terkait dengan operasional kegiatan 

usaha yang dijalankan. Selain itu, melalui pelaksanaan prinsip bagi hasil Al-

musyarakah akan tercipta kerjasama antara aspek kerja dan aspek modal untuk 

produksi kegiatan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, 

International Islamic Bank for Investment and Development (IIBID) menjelaskan 

bahwa musyarakah merupakan salah satu cara pembiayaan yang terbaik yang 

dimiliki bank-bank Islam. Prinsip ini dijalankan berdasarkan partisipasi antara 

pihak bank dengan pencari biaya (patner yang potensial) untuk diberikan dalam 

bentuk proyek usaha dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil 

baik keuntungan maupun kerugian dibagi bersama. (Abdullah, 2004) 

Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang menjalankan prinsip bagi hasil Al-

musyarakah, salah satunya adalah BMT Beringharjo. BMT Beringharjo yang telah 

berdiri sejak 31 Desember 1994 dan tumbuh berkembang menjadi pilar sebagai 

lembaga keuangan syariah untuk menopang kebutuhan masyarakat sebagai 

pembiayaan untuk masyarakat atas dan menengah yang membutuhkan dana untuk 

melakukan kegiatan usaha. BMT Beringharjo merupakan lembaga keuangan Islam 
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dengan pembiayaan bagi hasil yang telah berdiri selama 21 tahun dan telah 

memiliki 16 cabang yaitu di DIY Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. (Website, BMT Beringharjo, 2013) 

BMT Beringharjo menggunakan beberapa produk pembiayaan dalam 

kegiatan usahanya, salah satu produk pembiayaan yang menarik bagi penulis untuk 

meneliti adalah pembiayaan Al-musyarakah. Pada pelaksanaannya Al-musyarakah 

adalah kerjasama antara pihak I (BMT Beringharjo) sebagai pemodal dan pihak II 

(Mitra/nasabah) sebagai pengelola, dimana pihak I menyertakan modalnya pada 

usaha milik pihak II, antara pihak I dan II sama-sama mempunyai modal, untuk 

pembagian hasilnya ditentukan atas kesepakatan bersama. Dalam kerjasama ini 

grace-periodenya selama 2 tahun dengan pengembalian modal diangsur setiap 

bulan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk 

membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. 

Selanjutnya mitra dapat mengembalikann modal tersebut berikut bagi hasil yang 

telah disepakati secara bertahap sekaligus kepada bank. (Website, BMT 

Beringharjo, 2013) 

Penulis mewawancarai Bey Arifin, Research Development BMT 

Beringharjo, 2015. Nasabah/mitra yang akan melakukan pinjaman modal untuk 

pembiayaan Al-musyarakah ke BMT Beringharjo, harus memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan oleh BMT Berigharjo dan dilampirkan nasabah pada saat 

mengajukan permohonan peminjaman, salah satunya adalah jaminan APHT, APHT 

merupakan akta pembebanan hak tanggungan berupa benda yang tidak bergerak  

seperti tanah dan rumah, yang menjadi jaminannya adalah sertifikat tanah dan 
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rumah tersebut. Jaminan tersebut dijadikan syarat untuk nasabah yang ingin 

melakukan pengajuan pembiayaan di BMT Beringharjo diatas Rp. 25.000.000-, 

Pembiayaan APHT ini disetujui oleh pengurus BMT Beringharjo yaitu Direktur 

Utama dan Credit Remedial and Legal (CRD), hal itu dikarenakan apabila terjadi 

masalah atau kendala pada saat nasabah melakukan pengembalian modal, BMT 

Beringharjo mempunyai jaminan yang sesuai dengan jumlah modal yang 

dipinjamkan oleh nasabah.  

Penulis mewawancarai Bey Arifin, Research Development BMT 

Beringharjo, 2015. Setiap nasabah/mitra BMT Beringharjo memiliki kebutuhan 

yang berbeda-beda dalam melakukan pengajuan pembiayaan. Oleh sebab itu, pada 

pembiayaan Al-musyarakah ini BMT Beringharjo menerapkan dua metode 

pembiayaan untuk nasabah yang ingin melakukan peminjaman yaitu metode 

peminjaman dengan hak tanggungan berupa Akta Pembebanan Hak Tangungan 

(APHT) dan peminjaman dengan hak tanggungan Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT).  SKMHT merupakan surat kuasa membebankan hak 

tanggungan yang dijadikan syarat BMT Beringharjo kepada nasabah yang 

melakukan peminjaman dibawah Rp. 25.000.000-, dengan jaminan yang 

didaftarkan atau diikat seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan kios 

kecil. Pembiayaan SKMHT ini disetujui oleh Manajer Kantor Cabang, Account 

Officer, dan Credit Remedial and Legal (CRD).  

Dilihat dari resiko, kedua metode tersebut memiliki perbedaan yang cukup 

signifikan, karena keduanya memiliki resiko yang berbeda. Pada metode hak 

tanggungan APHT tingkat resiko lebih tinggi dikarenakan jika terjadi pembiayaan 
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bermasalah BMT Beringharjo akan mengalami kerugian yang cukup besar karena 

pembiayaan tersebut dilakukan diatas Rp. 25.000.000-, sementara pada metode 

SKMHT tingkat resiko lebih rendah dikarenakan pembiayaan yang dilakukan 

dibawah Rp. 25.000.000-, dari kedua pembiayaan ini, pembiayaan dengan jaminan 

APHT yang menjadi beban terberat BMT Beringharjo apabila pembiayaan tersebut 

bermasalah. 

Resiko ini adalah mewajibkan pihak lain memikul kerugian yang 

diakibatkan oleh satu pihak dan wanprestasi pun terjadi pada perjanjian 

pembiayaan itu sendiri. Wanprestasi merupakan kelalaian yang dilakukan oleh 

salah satu pihak sehingga menyebabkan kerugian. 

Penulis mewawancarai Bey Arifin, Research Development BMT 

Beringharjo, 2015. Permasalahan atau kendala yang kerap dihadapi BMT 

Beringharjo pada produk pembiayaan Al-musyarakah ini adalah terjadi 

penunggakan pengembalian modal di setiap bulannya oleh nasabah. Pengembalian 

modal pada pembiayaan Al-musyarakah yaitu dilakukan dengan mengangsur setiap 

bulan. Jika pembayaran angsuran tidak dilakukan nasabah pada saat jatuh tempo 

maka BMT Beringharjo akan menindaklanjuti perkara tersebut. Misalkan 

penunggakan pembayaran nasabah pada pembiayaan Al-musyarakah dengan 

jaminan APHT, BMT Beringharjo akan menindaklanjuti jaminan tersebut yaitu 

dengan melakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaaan dan Lelang Negara 

(KPKLN), itu adalah cara terakhir yang dilakukan BMT Beringharjo jika nasabah 

sudah tidak bersedia melakukan pelunasan pembiayaan.  
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Penulis mewawancarai Bey Arifin, Research Development BMT 

Beringharjo, 2015. Dalam hal ini, pada pembiayaan Al-musyarakah banyak kasus-

kasus nasabah yang ingkar janji atau wanprestasi yang dihadapi oleh BMT 

Beringharjo. Hal ini merupakan tugas BMT Beringharjo untuk menyelesaikannya, 

agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan BMT menjadi terpuruk. Oleh sebab 

itu, BMT Beringharjo harus memiliki mekanisme dan langkah yang tepat dan sesuai 

dengan hukum dan syariah Islam untuk menyelesaikan permasalahannya agar terus 

menjadi BMT Beringharjo yang selalu terpercaya oleh masyarakat.  

             Demikian juga seperti lembaga keuangan lainnya di Indonesia, BMT 

Beringharjo harusnya menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Pada dasarnya menurut fatwa DSN MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 pada Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya 

harus didasarkan pada syariah Islam, untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah 

dapat dilakukan oleh para pihak melalui musyawarah mufakat dengan cara 

penjadwalan kembali (rescheduling), penambahan syarat baru (reconditioning), 

maupun penggunaan struktur baru (restructuring). Bank Syariah/LKS dapat 

melakukan penyelesaian (settlement) pembiayaan bagi nasabah yang tidak 

menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah 

disepakati, dengan ketentuan:  

1. Aset atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah melalui Bank Syariah/LKS 

dengan harga yang disepakati. 

2. Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada Bank Syariah/LKS dari hasil 

penjualan. 
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3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka Bank Syariah/LKS 

mengembalikan sisanya kepada nasabah. 

4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap 

menjadi utang nasabah. 

5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka Bank 

Syariah/LKS dapat membebaskannya berdasarkan kebijakan Bank 

Syariah/LKS. (Fatwa DSN MUI, 2000) 

Adapun menurut hukum republik Indonesia, penyelesaian bermasalah atas 

Hak Tanggungan atau APHT yaitu dilakukan di Kantor pengadilan. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah pasal 20 menyatakan 

apabila debitur cedera janji maka Hak Tanggungan akan di eksekusi dengan cara: 

1. Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan tersebut.  

2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan 

dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak 

Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya. 

3. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan 

obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan 
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demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 

semua pihak. 

4. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 

dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak diberitahukan secara 

tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) 

surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa 

setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 

5. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang 

dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang 

telah dikeluarkan. (UU Republik Indonesia, 1996) 

Dari penjelasan hukum diatas jelas bahwa BMT Beringharjo maupun 

lembaga pembiayaan syariah lainnya memerlukan peradilan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi di instansi mereka, supaya mempermudah sekaligus 

menciptakan keadilan dalam penyelesaian masalah tersebut di BMT Beringharjo 

maupun Lembaga Kuangan Syariah. 

Dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang pembiayaan Al-musyarakah serta APHT yang dijaminkan di BMT 

Beringharjo. Maka dari itu penulis akan mengambil judul Tugas Akhir 

“MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH 

BERMASALAH DENGAN JAMINAN APHT DIDAFTARKAN. (Studi Kasus di 

BMT Beringharjo Yogyakarta)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti dan 

hendak dijawab adalah  

1. Bagaimana mekanisme BMT Beringharjo dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi pada pembiayaan Al-musyarakah dengan jaminan APHT? 

2. Apakah BMT Beringharjo dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah 

sesuai dengan hukum fatwa DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Al-musyarakah dan hukum UU Republik Indonesia No. 4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan APHT yang berlaku di Indonesia? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara ketentuan penyelesaian pembiayaan 

bermasalah BMT Beringharjo dengan ketentuan hukum fatwa DSN MUI 

No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Al-musyarakah dan hukum UU Republik 

Indonesia No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan APHT yang telah 

ditetapkan di Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah penulis tetap 

berpacu pada latar belakang yaitu mekanisme penyelesaian pembiayaan Al-

musyarakah bermasalah dengan APHT didaftarkan. Dan penelitian ini dilakukan 

dengan meneliti langsung ke BMT Beringharjo. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Untuk meneliti bagaimana mekanisme BMT Beringharjo dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi pada pembiayaan Al-musyarakah 

dengan jaminan APHT. 

2. Untuk meneliti apakah BMT Beringharjo dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah sesuai dengan hukum fatwa DSN MUI No. 8/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Al-musyarakah dan hukum UU Republik Indonesia 

No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan APHT yang berlaku di 

Indonesia. 

3. Untuk meneliti apakah terdapat perbedaan antara ketentuan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah BMT Beringharjo dengan ketentuan hukum fatwa 

DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Al-musyarakah dan hukum 

UU Republik Indonesia No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan APHT 

yang telah ditetapkan di Indonesia 

E. Manfaat Penelitian 

  Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua, 

adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain: 

1. Manfaat bagi penulis 

Selain untuk syarat menyelesaikan Tugas Akhir, penelitian ini juga 

bermanfaat untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang pembiayaan Al-

musyarakah dan mengetahui tentang jaminan APHT pada lembaga 

keuangan  sekaligus mengetahui gambaran umum tentang pembiayaan Al-

musyarakah di BMT Beringharjo juga berguna untuk menambah khazanah 

ilmu akuntansi syariah. 
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2. Manfaat bagi BMT Beringharjo 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

penyempurnaan akad Al-musyarakah di BMT Beringharjo sekaligus dapat 

dijadikan referensi pembiayaan Al-musyarakah di BMT Beringharjo. 

3. Manfaat untuk program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Dengan penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan 

program Vokasi UMY yang dapat dijadikan sebagai topik atau bahasan 

yang bermanfaat bagi program Vokasi UMY. 

4. Manfaat bagi pembaca 

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat dijadikan referensi untuk 

mahasiswa yang ingin meneliti selanjutnya atau bagi yang membutuhkan 

penelitian tentang pembiayaan Al-musyarakah diharapkan dapat berguna 

dan bermanfaat. 

F. Metode Penulisan 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BMT Beringharjo yang beralamat di Ringroad 

Barat Gamping Sleman, Yogyakarta. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang diperoleh adalah: 

a. Data primer (Primary Data) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan 

untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview 
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dan observasi. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian, 

observasi dan interview secara langsung ke BMT Beringharjo. 

b. Data sekunder (Secondary Data) yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan 

dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh 

berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa 

dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Dalam penelitian pengumpulan data 

dilakukan di buku-buku perpustakaan, internet, jurnal dan artikel-

artikel. 

3. Metode pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data-data yang terkait pada penelitian ini, maka 

dalam pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode yaitu: 

a. Metode dokumentasi 

tekhnik pengumpulan data dengan cara mengambil data dari sumber-

sumber yang terkait, pada penelitian ini pengambilan data dilakukan di 

BMT Beringharjo. 

b. Metode wawancara/interview 

Pada metode ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian secara langsung pada BMT 

Beringharjo. 

c. Metode Observasi 

Dalam penelitian ini penulis mengobservasi hasil data yang diperoleh 

selama penelitian. 
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4. Metode analisis data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu 

analisis data yang akan memberikan gambaran umum tentang pembiayaan 

Al-musyarakah bermasalah dengan jaminan APHT didaftarkan dan 

kemudian menyimpulkan hasil analisis data tersebut. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan susunan tugas akhir agar memudahkan 

seseorang didalamnya untuk melihat sekaligus membacanya. Sistematika untuk 

penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI  

Bab II berisi tentang penjelasan singkat BMT secara umum, perkembangan BMT, 

azaz dan badan hukum BMT, prinsip operasional BMT,  Peran BMT, fungsi BMT 

sebagai pembiayaan syariah, dan uraian tentang pembiayaan Al-musyarakah, 

perlakuan akuntansi musyarakah PSAK 06, penjelasan singkat Dewan Syariah 

Nasional (DSN), contoh penjurnalan akuntansi atas transaksi musyarakah dan 

penjelasan singkat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). 

BAB III DATA PENELITIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT 

BERINGHARJO  

Bab III berisi berisi tentang gambaran umum BMT Beringharjo, sejarah berdirinya, 

visi dan misi, struktur organisasi, diskripsi jabatan, produk-produk pembiayaan di 
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BMT Beringharjo dan langkah-langkah pelaksanaan pembiayaan Al-musyarakah di 

BMT Beringharjo. Pada bab ini juga akan berisi analisis penelitian pada kasus 

nasabah pembiayaan Al-musyarakah bermasalah dengan jaminan APHT. 

BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan penyelesaian pembiayaan Al 

musyarakah bermasalah dengan jaminan APHT. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab V ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 


